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Abstrak

Seiring dengan berkembangnya pasar tradisional yang ada di Sidoarjo, maka pihak
pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewajiban untuk menata pasar tradisional yang
ada. Salah satunya dengan membuat kebijakan relokasi pasar ke tempat yang lebih layak
karena pasar tradisional identik dengan kumuh dan kotor. Salah satunya dari kebijakan
relokasi Pasar Waru yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Penataan Stan dan Penemapatan Pedagang Pasar Waru. Implementasi kebijakan relokasi
Pasar Waru yang dilakukan oleh dinas pasar ternyata mendapatkan resistensi dari
pedagang. Sehingga permasalahan yang diangkat adalah “Resistensi Pedagang Terhadap
Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan
metode analisis kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada teori
Merilee S. Grindle, dimana menurut Grindle sebuah implementasi kebijakan akan
dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat disamping itu
juga berhasilnya sebuah implementasi kebijakan juga terlihat dari kepatuhan implementor
dan ada atau tidaknya kelompok yang menghalangi kebijakan tersebut. Hal ini lah yang
menjadi acuan dalam meneliti Kebijakan Relokasi Pasar Waru. Subjek peneletian dalam
penelitian ini adalah pihak dinas pasar, DPRD Sidoarjo, dan Paguyuban Pedagang “Maju
Bersama”. Dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru terdapat beberapa
kepentingan yang dimiliki oleh pihak dinas pasar, DPRD Sidoarjo dan pedagang itu
sendiri. Sehingga untuk memenuhi kepentingannya, masing – masing pihak menggunakan
sebuah strategi agar kepentingannya dapat terpenuhi. Dan bentuk dari resistensi yang
dilakukan oleh pedagang dengan membentuk sebuah paguyuban pedagang “Maju
Bersama” sebagai sebuah organisasi untuk menolak kebijakan relokasi Pasar Waru itu.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kepentingan, kekuasaan, strategi, resistensi

Abstract

Along with the development of traditional markets in Sidoarjo, then the Sidoarjo regency
government has a duty to organize the traditional market. One of them by creating market
relocation policy to a more feasible because the traditional markets synonymous with
rundown and dirty. One of them of the relocation policy Waru Market is in the decree No.
19 of 2010 on Structuring Stan and Places Market Traders Waru. Waru Traditional
Market relocation policy implementation carried out by the Dinas Pasar was getting
resistance from merchants. So that the issue raised is "Resistance Against Traders Market
Relocation Policy Implementation Waru Sidoarjo". This study uses qualitative analysis,
descriptive research. This study is based on the theory of Merilee S. Grindle, where
according to an implementation of the policy will Grindle affected by power, interests, and
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strategies of actors involved in addition also the success of a policy implementation is also
visible from the implementor compliance and whether or not the policy blocking group.
This is the one which is used in researching Waru Market Relocation Policy. Peneletian
subjects in this study is the Dinas Pasar, Sidoarjo parliament, and the Society of Traders
"Maju Bersama". In the implementation of the relocation policy Waru traditional market
there are several interests held by the Dinas Pasar, and traders Sidoarjo Parliament itself.
So as to meet the interests, respectively - each party uses a strategy so that their interests
can be met. And forms of resistance carried by traders to form a community of traders
"Maju Bersama" as an organization to resist the relocation policy Waru Traditional
Market.

Keywords: Implementation of policy, interest, power, strategy, resistance

Pendahuluan

Di Indonesia sektor informal dianggap sebagai salah satu sumber perekonomian,
contohnya pertumbuhan industri membuat berkembangnya kebutuhan akan pakaian,
makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ramainya sektor informal perkotaan tidak
lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Sementara itu, pembangunan
pertanian di desa ( modernisasi pertanian) justru mengurangi jumlah tenaga kerja dan
menambah jumlah pengangguran di desa. Munculnya sektor informal di perkotaan sendiri
tidak lepas dari adanya proses urbanisasi.  Salah satu faktor pendorong dari urbanisasi
adalah fasilitas untuk hidup dan pendidikan di desa yang semakin berkurang. Selain itu, di
pedesaan lapangan pekerjaan semakin langka. Kalaupun ada lapangan pekerjaan
kebanyakan berada di sektor pertanian dan upahnya tidak menjanjikan secara ekonomis
(Alisjahbana, 2005: 29) Sedangkan faktor penarik urbanisasi adalah faktor ekonomi karena
kota menjanjikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendapatkan uang serta status
sosial. Selain itu, lengkapnya sarana pendidikan dan sarana hiburan menjadi sebuah daya
tarik tersendiri bagi masyarakat desa untuk “menggapai” impian di kota (Manhuruk, 2009).

Salah satu sektor informal di Indonesia yang cukup memberikan kontribusi besar
adalah pasar. Dan beberapa macam bidang pekerjaan yang termasuk dalam sektor
informal, yang paling menonjol aktivitasnya adalah para pedagang yang ada di pasar.
Pedagang sebagai bagian dari sektor informal kota merupakan lahan pekerjaan yang
terbuka bagi siapapun. Bidang ini tidak menuntut kualifikasi khusus dari pelakunya
(Alisjahbana, 2005: 42). Di sisi lain, keberadaan pasar sendiri memiliki potensi terpendam
untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sunber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang, dan mewadahi lalu
lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari ke hari, maka keberadaan pasar menjadi
sangat strategis untuk terus dikembangkan (Suyanto, 2002: 8).

Seiring berkembangnya waktu, pasar tradisional pun juga mengalami banyak sekali
permasalahan yang membuat pasar tradisional menjadi tidak begitu banyak diminati lagi
sehingga membuat pasar tradisional itu sendiri kurang mampu bersaing dengan pasar
modern yang semakin berkembang. Permasalahan tersebut adalah pertama pesatnya
pertumbuhan usaha ritel modern. Berdasarkan data Nielsen per tahun 2010, pertumbuhan
gerai Alfamart mencapai 4.000 gerai, sedangkan Indomart berjumlah 4.110 gerai
(ekonomi.kompasiana.com diakses tanggal 06-06-2014, 09:40). Statistik pertumbuhan pasar



128Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 126 - 136

modern ini menunjukkan persaingan antara pasar tradisional dan modern, dimulai dari
perang harga, kualitas barang, kenyamanan belanja, dan ketersediaan lokasi pasar. Kedua
masalah finansial ini erat kaitannya dengan modal usaha para pedagang dan pengelolaan
pasar. Kekuatan finansial merupakan syarat penting, sebab kenyataan fluktuasi situasi
ekonomi juga berdampak dalam kelancaran usaha mereka. Tak sedikit pedagang pasar
harus menutup lapaknya karena modal yang dikeluarkan tak sepadan dengan omset
usahanya. Keadaan makin terpuruk saat pasar pun tak dikelola dengan baik. Jika
kebanyakan pedagang mengalami hal ini, mau tak mau pasar tradisional pun sepi pedagang
dan imbasnya pada ketersediaan barang yang terbatas. Ketiga problem tata kelola pasar
memang masih menjadi perkara panjang yang dirasakan dalam upaya pembangunan pasar
tradisional. Selama ini, masih banyak ditemukan berbagai alasan sederhana terkait sikap
konsumen pasar tradisional yang berpaling ke pasar modern, di antaranya karena lokasi
pasar yang tidak strategis dan terpusat. Selain itu, pengelolaan pasar perlu dilakukan
dengan tujuan meningkatkan kenyaman transaksi jual beli.

Fenomena mengenai kebijakan relokasi pasar yang mengalami sebuah kendala
dapat kita ketahui adalah di Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Yang
dimana Semenjak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun
2010 Tentang Penataan Stan dan Penemapatan Pedagang Pasar Waru, Pemkab Sidoarjo
bekerja sama dengan Dinas Pasar Sidoarjo dan Pihak Pasar Waru telah mengupayakan
untuk merelokasi Pasar Waru Waru ke tempat yang baru di Jl. Brigjen Katamso Waru, dan
rencananya pasar lama tersebut digunakan sebagai frontage road dan sepanjang jalan pasar
tersebut akan dibangun taman. Di samping itu juga kawasan dari pasar lama yang kumuh
dan menganggu keindahan tata kota juga menjadi alasan bagi Pemkab Sidoarjo untuk
merelokasikan Pasar Waru lama ke tempat yang telah disediakan, yang dimana upaya
relokasi tersebut lebih mengutmakan kepada para pedagang-pedagang asli Pasar Waru
lama. Tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan
upaya relokasi pasar tersebut menjadi terhambat hingga saat ini.

Tidak efektifnya kebijakan relokasi Pasar Waru ini disebabkan karena untuk
kesekian kalinya para pedagang, khusunya para pedagang kaki lima yang berada di
kawasan flyover Waru yang ditertibkan kembali lagi ke tempat lama mereka berjualan.
Beberapa permasalahan lainnya karena banyaknya para pedagang Pasar Waru lama tidak
ingin pindah diakibatkan lokasi pasar baru yang telah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo
karena dirasa tidak strategis dan merasa bahwa pendapatan yang di dapat tidak sebanyak
ketika berada di lokasi tempat pasar lama. Di samping itu juga banyaknya pedagang-
pedagang di pasar lama tersebut yang tidak mendapatkan kios untuk mereka berdagang di
pasar baru padahal mereka merasa sudah membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas
Pasar Sidoarjo untuk mendapatkan kios, dan hal ini yang membuat mereka tetap bertahan
di pasar lama itu sendiri. Dan di samping itu juga banyaknya pedagang-pedagang baru
yang bukan berasal dari pasar lama justru lebih dahulu mendapatkan kios di pasar baru.
Tetapi dengan adanya berbagai permasalahan ini seakan ada sikap pembiaran dari Pihak
Pasar Waru dan Dinas Pasar Sidoarjo beserta Pemkab Sidoarjo dalam upaya merelokasi
Pasar Waru Waru ini, yang nyatanya sampai saat ini Pasar Waru lama masih dipenuhi
dengan para pedagang-pedagang dan lokasi pasar baru yang disediakan oleh Pemkab
Sidoarjo menjadi sepi. Sehingga sampai saat ini usaha relokasi menjadi terhambat dan
kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Sidoarjo untuk merelokasi pasar tersebut belum bisa
efektif dalam implementasinya.

Dari fenomena diatas mengungkapkan bahwasannya faktor penghambat mengenai
kebijakan relokasi berasal dari dalam pihak terkait pembuat implementasi  yang dimana
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belum adanya kesiapan yang matang untuk melakukan sebuah relokasi pasar, sehingga
menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan berupa relokasi pasar
tersebut dapat dikaji ulang. Dan di samping itu juga permasalahan relokasi pasar juga dapat
terlihat dari lingkungan kebijakan itu sendiri yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai
penerima sebuah kebijakan apakah menyetujui atau menolak kebijakan tersebut dan sikap
dari masyarakat itu sendiri juga berpengaruh dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
setempat.

Dan pentingnya penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi
alasan utama  munculnya resistensi yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Waru
terhadap kebijakan relokasi Pasar Waru itu sendiri. Disamping itu juga peneliti berusaha
untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru yang
dibuat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif
deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha
mendeskripsikan tentang resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi
Pasar Waru Sidoarjo. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu
keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu
dengan jelas terhadap suatu keadaan.

Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk kepentingan penelitian ini adalah
teknik pengumpulan data secara Kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan langsung
kepada informan yang memiliki peranan langsung dalam mengimplementasi kebijakan
relokasi Pasar Waru dan kepada kelompok sasaran yang terkena dampak dari kebijakan
relokasi Pasar Waru tersebut.

Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari
Grindle. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada
Content of Policy ( isi kebijakan ) dan Context of Implementation ( konteks implementasi ).
Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle yaitu meliputi: (1).
Kepentingan yang terpengaruhi oleh adanya program. Dengan mengetahui
kepentingan kelompok sasaran maka akan mempermudah pencapaian efiseinsi dan
efektifitas dari setiap program yang dilaksanakan. (2). Jenis manfaat yang dihasilkan.
Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah
diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran
atau masyarakat. (3). Jangkauan perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan memiliki
target yang hendak dan ingin dicapai. Sehingga dapat dikatakan sejauh mana perubahan
yang diinginkan dari sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas. (4). Kedudukan
pengambil keputusan. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam
kebijakan akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada
kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi. (5). Pelaksana
program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan
adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dan
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dalam sebuah kebijakan tersebut juga harus sudah tersusun dengan jelas, siapa saja
implementor kebijakaj tersebut secara rinci. (6). Sumber daya yang disediakan.
Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan
sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja,
keahlian, dana, sarana, dll. Selanjutnya mengenai Context of Implementation, konteks
dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan berpengaruh pada
tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan
seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada
implementornya. Konteks implementasi menurut Grindle yang mempengaruhi
implementasi adalah : (1). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta
strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya
pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. (2). Karakteristik lembaga dan penguasa.

Sebuah kebijakan merupakan hasil dari perhitungan politik daari kepentingan dan
persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari
pihak yang mengimplementasikan, respon dari para elite serta respon dari masyarakat
dimana semuanya saling berkaitan dan berinteraksi. Implementasi Suatu program dapat
menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi
penyelesaian konflik mengenai ”siapa mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tak
langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor program
tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai
gaya kepemimpinannya. (3). Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Implementor
atau pelaksana program harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan
kelompok sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan
dukungan dari kelompok sasaran.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, para aktor menghadapi dua masalah yang
berada pada dimensi interaksi lingkungan dan administrasi program. Pertama, para aktor
harus mengatasi masalah bagaimana untuk mencapai kepatuhan dengan hasil yang
tercantum dalam sebuah keputusan. Mereka harus memperoleh dukungan dari elit politik,
dan kepatuhan instansi pelaksana, birokrat yang melakukan program, elit politik yang
berada di tingkat lebih rendah, dan masyarakat. Disamping itu juga mereka harus
mengubah pandangan dari mereka yang mungkin dirugikan oleh program yang telah ada,
menjadi berusaha menerima program yang ada dan berusaha untuk memperoleh manfaat
dari program tersebut. Hal ini dapat terlaksana melalui berbagai cara yang meliputi
lobbying. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program dalam
lingkungan tertentu adalah respon. Campur tangan individu atau kelompok untuk
memenuhi kepentinganya akan mengakibatkan konflik antara pembuat kebijakan atau
dalam hal ini pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran.

Pembahasan

Landasan dalam melakukan kebijakan relokasi Pasar Waru tersebut adalah Peraturan
Bupati Sidoarjo No 19 Tahun 2010 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang
Pasar Baru. Dimana Perbup ini mengatur mengai mekanisme penataan pedagang sehingga
diharapkan agar lebih mudah untuk diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan teori
implementasi kebijakan Grindle, Peraturan Bupati Sidoarjo No 19 Tahun 2010 Tentang
Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Baru ini termasuk dalam salah satu hal
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu Content of Policy (isi kebijakan).
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Dalam content of policy atau isi kebijakan terdiri dari kepentingan apa yang mempengaruhi
kebijakan, jenis manfaat yang diterima, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana
program, dan sumber daya yang digunakan. Menurut peneliti manfaat kebijakan relokasi
Pasar Waru bagi kelompok sasaran dalam hal ini adalah para pedagang yaitu memberikan
tempat yang layak bagi para pedagang untuk berjualan sehingga diharapkan dengan adanya
tempat yang telah disediakan akan lebih tertata. Dengan adanya relokasi ini diharapkan
dapat mengembalikan fungsi awal dari sarana dan prasarana umum yang sebelumnya tidak
dapat digunakan secara baik oleh warga sekitar dalam hal ini adalah sarana jalan untuk
memasuki pemukiman warga dan rel kereta api yang awalnya juga menjadi tempat para
pedagang untuk berjualan. Kebijakan relokasi pasar ini sebenarnya memberikan manfaat
yang baik bagi pedagang Pasar Waru lama dan warga sekitar pasar itu sendiri. Plus minus
dalam suatu kebijakan pasti ada. Yang dikeluhkan oleh para pedagang salah satunya
mengenai tidak strategisnya pasar yang baru. Sedangkan kebijakan tersebut menginginkan
adanya perubahan kondisi pada masyarakat. Perubahan yang diinginkan adalah menata
kembali pasar tradisional yang sudah dianggap tidak layak tersebut. Dalam kebijakan
relokasi Pasar Waru ini letak pembuat kebijakan berada di pusat yaitu pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sebagai pengambil keputusan
dalam segala pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Waru tersebut, baik berupa prosedur
dan mekanisme pelaksanaan relokasi pasar. Selanjutnya mengenai pelaksana program atau
implementor dalam kebijakan relokasi Pasar Waru ini adalah pihak Dinas Pasar Sidoarjo.
Dan dalam sebuah kebijakan juga tidak lepas dari sumber daya yang digunakan untuk
mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Dalam kebijakan relokasi Pasar Waru ini,
sumber daya yang digunakan berupa sarana tempat yang dimana pihak pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah memberikan tempat yang lebih layak untuk para pedagang Pasar
Waru lama berjualan.

Kepentingan – kepentingan dalam Kebijakan Relokasi Pasar Waru

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Sidorjo
Kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk

menertibkan para pedagang yang ada di Pasar Waru agar tidak mengganggu sarana dan
prasarana umum untuk kenyamanan bersama dan disamping itu juga tempat mereka untuk
berdagang sudah tidak layak lagi. Bersamaan dengan penertiban pedagang yang ada di
Pasar Waru itu sendiri, kepentingan lainnya adalah penertiban PKL yang berada di
sepanjang Jalan Raya Waru yang dianggap sudah mengganggu akses jalan raya, yang
kemudian jika semua sudah direlokasi akan dibangun frontage road dan menata tatanan
ruang dan wilayah yang lebih baik. Dan dengan adanya kebijakan relokasi Pasar Waru ini,
para pedagang dapat dipusatkan di satu tempat  untuk dapat dikelola dengan baik dan
mendapatkan tempat yang lebih layak untuk berjualan. Sehingga dengan adanya
kepentingan tersebut maka pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah dinas pasar
membuat  sebuah kebijakan relokasi Pasar Waru.

Dengan adanya kepentingan yang dimiliki oleh pihak dinas pasar, maka pihaknya
menggunakan kekuasaannya sebagai upaya dari dinas pasar dalam menjalankan kepatuhan
terhadap kebijakan relokasi Pasar Waru itu sendiri. Dalam kebijakan ini, sumber daya yang
digunakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut adalah memberikan tempat yang lebih
layak kepada para pedagang sebagai sarana untuk mereka berdagang. Dan strategi yang
digunakan agar kebijakan relokasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik adalah
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dengan cara mensosialisasikan kebijakan relokasi itu kepada seluruh pedagang Pasar Waru
agar mereka mau untuk direlokasi dan mendata keseluruhan pedagang untuk penempatan
di Pasar Waru baru.

Mengenai karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, dimana dalam hal
kebijakan relokasi Pasar Waru adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pasar Sidoarjo. Awalnya keberpihakan Dinas Pasar Sidoarjo mengarah kepada
pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, hal ini dapat terlihat dari upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pasar untuk merelokasi para pedagang Pasar Waru ke tempat yang telah
disediakan. Lebih spesifik lagi mereka juga melakukan koordinasi dengan pihak Pasar
Waru disamping itu juga mereka juga melakukan beberapa pendekatan yang dilakukan
kepada para pedagang dengan cara melakukan registrasi kepada seluruh pedagang yang
ada di Pasar Waru. Meskipun nyatanya keberpihakan dari Dinas Pasar itu sendiri tidak
sejalan dengan realitasnya dilapangan dikarenakan nyatanya pihak Dinas Pasar
mendapatkan keuntungan dalam kebijakan relokasi Pasar Waru itu sendiri. Hal ini dapat
dilihat dari permainan harga dalam harga los dan kios di tempat baru yang dilakukan oleh
pihaknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dikarenakan harga yang diajukan
diawal berbeda dengan sebenarnya di implementasinya. Disamping itu juga mengenai
kepatuhan serta daya tanggap pelaksana dari pihak Dinas Pasar selaku implementor
kebijakan relokasi Pasar Waru. Dalam hal ini, pihak Dinas Pasar merespon baik keinginan
pemerintah Kabupten Sidoarjo untuk merelokasi Pasar Waru dan berusaha untuk mematuhi
apa yang sudah menjadi tujuan dari kebijakan relokasi Pasar Waru itu, yang dimana agar
dapat menata kembali para pedagang yang ada ke tempat yang lebih nyaman dan sesuai
yang kemudian mendata keseluruhan pedagang. Namun dalam implementasinya,
kepatuhan yang ditunjukkan tidak berjalan dengan semestinya, banyaknya permasalahan
yang ditimbulkan dari segi Dinas Pasar sendiri juga mengakibatkan tidak efektifnya
kebijakan relokasi Pasar tersebut.

Kepentingan Masyarakat Sekitar Pasar Waru
Dimana apa yang menjadi tuntutan mereka adalah agar Pasar Waru tersebut segera

direlokasi, hal ini dikarenakan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya Pasar
Waru itu sendiri. Kemudian strategi yang digunakan masyarakat sekitar adalah dengan
mengajukan tuntutan mereka meskipun tuntutan mereka tidak dapat direalisasikan dengan
baik. Dan mengenai karakteristik lembaga dan penguasa, masyarakat sekitar Pasar Waru
lebih berpihak kepada kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo
yaitu untuk segera merelokasi Pasar Waru.

Kepentingan Pihak RT/RW setempat
Kepentingan pihak RT dan RW setempat yang mengatakan bahwa keinginannya untuk

tetap mempertahankan keberadaan Pasar Waru. Hal ini dikarenakan banyaknya
ketidaksesuaian antara isi kebijakan dengan implementasiya. Dengan adanya kepentingan
yang dimiliki oleh pihak RT dan RW setempat, strategi yang digunakan adalah dengan
membuat sebuah pernyataan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk memilih menolak
kebijakan relokasi Pasar Waru tersebut dan mewajibkan iuran pedagang setiap harinya
untuk menciptakan lingkungan Pasar Waru yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Kepentingan Paguyuban Pedagang “Maju Bersama”
Kepentingan Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” adalah untuk tetap

mempertahankan Pasar Waru lama sebagai tempat aktifitas pasar. Hal ini dikarenakan
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tempat pasar yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo tidak strategis dan
terbilang sepi dan para pedagang berusaha untuk bertahan karena memang lokasi yang
mereka tempati saat ini lebih menguntungkan daripada harus pindah. Mengenai kekuasaan
yang dimiliki oleh Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” dimaknai sebagai upaya
Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” untuk menolak kebijakan relokasi Pasar Waru.
Kekuasaan itu sendiri kemudian berdampak kepada strategi yang digunakan dalam
menolak kebijakan relokasi Pasar Waru, yaitu tetap berjualan di Pasar Waru lama sebagai
bentuk dari perlawanan mereka. Dan pihak Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” juga
memberikan sarana tempat bagi para pedagang untuk tetap berjualan. Pedagang yang ada
di Pasar Waru lama juga mengikuti keinginan dari pihak paguyuban dengan cara tidak
ingin direlokasi.

Faktor – Faktor Yang Menghambat Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo :
Resistensi Paguyuban Pedagang “Maju Bersama”

Mengenai Data Pedagang
Prosedur awalnya pihak dinas pasar mendata semua pedagang yang ada di pasar

lama, kemudian pedagang menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga dan pada saat
semua persyaratan telah terpenuhi, para pedagang akan mengambil nomor undian untuk
penempatan di pasar yang baru. Namun data pedagang yang ada di pasar baru tidak sesuai
dengan data yang ada di pasar lama dan kebanyakan mereka yang berada di pasar baru
bukan berasal dari pedagang – pedagang yang ada di pasar lama. Data pedagang yang
dimiliki oleh pihak dinas pasar  seharusnya mewakili data keseluruhan pedagang yang
berada di pasar lama. Pihak dinas pasar juga awalnya menyatakan bahwa mereka semua
yang berada di pasar lama sudah terdata secara keseluruhan dan jumlah keseluruhan ada
293 pedagang dengan klasifikasi 278 pedagang yang berjualan di sekitar jalan Pasar Waru
lama dan 14 pedagangnya adalah mereka yang memiliki toko. Namun nyatanya data
pedagang itu tidak sesuai ketika ada penempatan di pasar yang baru. Di pasar baru yang
seharusnya bisa menampung kurang lebih 700 pedagang, nyatanya pedagang yang
menempati tidak sampai berjumlah 293 pedagang. Bukti kepemelikan stand yang
seharusnya menjadi persyaratan konkrit untuk pindah ke pasar yang baru juga tidak jelas,
artinya banyak orang yang diluar pedagang pasar lama juga memiliki bukti kepemilikan
stand tersebut. Sehingga data pedagang yang ada di lapangan untuk penempatan pasar baru
sangat banyak, dan tidak jelas siapa saja yang menempati stand di pasar baru apakah
pedagang yang benar – benar berasal dari pasar lama ataukah orang luar yang bukan
pedagang pasar lama.

Mengenai Kelayakan Tempat
Ketika direlokasi ke pasar baru, sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin bagaimana

nasib pedagang – pedagang kecil yang ada di pasar lama itu sendiri. Nyatanya pihak dinas
pasar juga tidak bisa memberikan solusi yang baik mengenai permasalahan ini dan masih
beranggapan bahwasannya tetap yang diutamakan adalah mereka yang memiliki buku
kepemilikan stand. Sejalan dengan ini, pihak paguyuban pedagang menjelaskan tentang
aturan main yang sebenarnya diberikan kepada mereka untuk mengatasi masalah
bagaimana pedagang kecil ini bisa tertampung di pasar yang baru. Peraturan yang
membuat mereka tidak ingin dielokasi ke tempat yang baru adalah bagi mereka yang tidak
memiliki bukti kepemilikan stand mereka diletakkan di tempat 1 meter di depannya toko di
bawah dengan berjualan mulai jam 1 malam dan jam 6 pagi harus sudah tutup. Sehingga
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hal inilah yang memunculkan resistensi dari pedagang pasar lama khususnya karena
beranggapan hal tersebut melecehkan mereka.

Mengenai Harga Kios dan Los
Dalam kebijakan relokasi pasar tersebut terdapat klasifikasi mengenai harga yang harus

dibayarkan oleh pihak pedagang yang direlokasi setelah para pedagang mengumpulkan
seluruh persyaratan ( foto copy KTP , Kartu keluarga dan bukti kepemilikan ) kemudian
calon pedagang menentukan sendiri penempatan di pasar baru apakah kios ataupun loss,
untuk harga kios berkisar Rp 9.000.000,- dan untuk los berkisar Rp 1.250.000,- . Dengan
harga yang terbilang murah ini diharapkan semua pedagang tidak merasa terbebankan
mengenai harga dan bisa menempati tempat yang telah disediakan. Harga yang telah
ditetapkan oleh dinas pasar ini kemudian juga di sosialisasikan oleh seluruh pedagang yang
ada di pasar lama agar harga menjadi transparan diketahui oleh semua pihak. Tetapi
nyatanya kios dan los yang ada di pasar baru kebanyakan sengaja untuk diperjualbelikan
secara diam – diam melalui dinas pasar dan kepemilikannya dikomersilkan, dalam artian
kios dan los tersebut diperjualbelikan kepada mereka yang bukan pedagang – pedagang
Pasar Waru lama.

Permainan yang dilakukan dinas pasar mengenai harga kios dan los di pasar baru
sebenarnya juga tidak lepas dari oknum di luar pedagang pasar lama yang menginginkan
stand yang ada di pasar baru dengan cara yang instan. Mereka melakukan lobbying ke
dinas pasar juga agar mendapatkan keuntungan  dari pembelian kios maupun los di pasar
baru yang pada akhirnya mereka memperjualbelikan kembali kepada pihak lain dengan
harga yang lebih mahal dari harga semula. Hal inilah yang memunculkan resistensi dari
pedagang pasar lama yang mayoritas mereka adalah pedagang kecil untuk tidak ingin
direlokasi ke pasar baru.

Menurut Grindle dalam mencapai tujuan yang diinginkan, para aktor menghadapi dua
masalah yang berada pada dimensi interaksi lingkungan dan administrasi program.
Pertama, para aktor harus mengatasi bagaimana untuk mencapai kepatuhan dengan hasil
yang tercantum dalam sebuah keputusan. Dalam kebijakan relokasi Pasar Waru ini,
peneliti melihat bahwa tingkat kepatuhan dinas pasar selaku implementor dari kebijakan
relokasi ini sangat rendah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya permasalahan yang ada
menghambat kebijakan relokasi Pasar Waru itu sendiri, seperti banyaknya data pedagang
yang dimanipulasi, ketersediaan tempat yang kurang dan permasalahan harga kios dan los
yang sengaja “dipermainkan” oleh pihak dinas pasar sendiri. Disamping itu juga para aktor
harus mendapatkan dukungan agar kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik
salah satunya adalah elite politik yang berada di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan
relokasi Pasar Kedungrejo sendiri ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pihak RT dan
RW setempat , dimana menurut pihak RT dn RW setempat kebijakan ini tidak
disosialisasikan terlebih dahulu kepada pedagang Pasar Waru lama dan pejabat setempat
sehingga kebijakan ini banyak yang tidak mengetahui terutama para pedagang itu sendiri.

Tujuan dari kebijakan publik itu sendiri tidak akan tercapai apabila ada pengaruh dari
individu atau kelompok menghalangi pemenuhan program yang mungkin tidak dapat
diterma oleh mereka sebagai hal yang menguntungkan. Adanya kebijakan relokasi ini
adalah  untuk memberikan tempat yang layak bagi para pedagang Pasar Waru lama dan
mengembalikan fungsi sarana dan prasarana umum, namun dengan adanya permasalahan
membuat implementasi dari kebijakan relokasi ini terhambat dan pihak yang merasa
dirugikan adalah para pedagang Pasar Waru lama itu sendiri sehingga pihak pedagang
membuat sebuah Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” yang dimana dalam kelompok
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paguyuban ini melakukan perlawanan terhadap kebijakan relokasi tersebut yaitu dengan
cara untuk tetap mempertahankan para pedagang agar tetap bisa berjualan di pasar lama.
Perlawanan atau resistensi yang mereka lakukan ini juga tidak lepas dari permasalahan –
permasalahan yang ada di dalam kebijakan itu sendiri.

Permasalahan yang ada sebenarnya menjadi tuntutan mereka seperti data pedagang
yang seharusnya sesuai agar mereka semua dapat direlokasi tanpa terkecuali, tempat yang
layak bagi mereka dalam hal tidak berjualan di depan toko dan harga yang menjadi
kesepaatan awal dapat dikembalian kembali.  Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan
relokasi Pasar Waru ini tidak mendapatkan dukungan dari para pedagang khususnya
sebagai kelompok sasaran karena banyaknya permasalahan membuat pedagang tidak ingin
direlokasi dan membuat kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan dengan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi
Kebijakan Relokasi Pasar Waru, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Di dalam
sebuah kebijakan relokasi Pasar Waru nyatanya banyak kepentingan di dalamnya, yang
pertama adalah kepentingan pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini
adalah dinas pasar untuk merelokasi Pasar Waru itu ketempat yang lebih layak agar
aktifitasnya tidak lagi mengganggu sarana dan prasarana umum ditambah lagi untuk
menciptakan lingkungan yang jauh dari kesan kumuh dan adanya pembangunan frontage
road yang membuat Pasar Waru lama ini harus direlokasi. Selanjutnya mengenai
karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, dimana dalam hal kebijakan
relokasi Pasar Waru adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak
Dinas Pasar Sidoarjo. Awalnya keberpihakan Dinas Pasar Sidoarjo mengarah kepada
pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, hal ini dapat terlihat dari upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pasar untuk merelokasi para pedagang Pasar Waru ke tempat yang telah
disediakan. Lebih spesifik lagi mereka juga melakukan koordinasi dengan pihak Pasar
Waru disamping itu juga mereka juga melakukan beberapa pendekatan yang dilakukan
kepada para pedagang dengan cara melakukan registrasi kepada seluruh pedagang yang
ada di Pasar Waru. Meskipun nyatanya keberpihakan dari Dinas Pasar itu sendiri tidak
sejalan dengan realitasnya dilapangan dikarenakan nyatanya pihak Dinas Pasar
mendapatkan keuntungan dalam kebijakan relokasi Pasar Waru itu sendiri. Hal ini dapat
dilihat dari permainan harga dalam harga los dan kios di tempat baru yang dilakukan oleh
pihaknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dikarenakan harga yang diajukan
diawal berbeda dengan sebenarnya di implementasinya. Disamping itu juga mengenai
kepatuhan serta daya tanggap pelaksana dari pihak Dinas Pasar selaku implementor
kebijakan relokasi Pasar Waru.

Dalam hal ini, pihak Dinas Pasar merespon baik keinginan pemerintah Kabupten
Sidoarjo untuk merelokasi Pasar Waru dan berusaha untuk mematuhi apa yang sudah
menjadi tujuan dari kebijakan relokasi Pasar Waru itu, yang dimana agar dapat menata
kembali para pedagang yang ada ke tempat yang lebih nyaman dan sesuai yang kemudian
mendata keseluruhan pedagang. Namun dalam implementasinya, kepatuhan yang
ditunjukkan tidak berjalan dengan semestinya, banyaknya permasalahan yang ditimbulkan
dari segi Dinas Pasar sendiri juga mengakibatkan tidak efektifnya kebijakan relokasi Pasar
tersebut.

Kepentingan yang sama juga dimiliki oleh warga sekitar Pasar Waru lama
sebenarnya sama dengan keinginan Pemkab Sidoarjo untuk segera merelokasi Pasar Waru
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ke tempat yang telah disediakan. Hal ini dikarenakan juga permasalahan sampah yang
selalu ditimbulkan ketika aktifitas Pasar Waru tersebut selesai.

Selanjutnya adalah kepentingan pihak RT dan RW setempat yang memiliki
kepentingan untuk tetap mempertahankan Pasar Waru dan menolak kebijakan relokasi
Pasar Waru itu sendiri. Sehingga dengan adanya kepentingan yang ada membuat mereka
menyediakan lahan di tempat yang lama.

Di satu sisi ketika kebijakan relokasi Pasar Waru diimplementasikan tidak dapat
berjalan dengan efektif karena adanya resistensi yang dilakukan oleh pihak pedagang
dalam hal ini adalah Paguyuban Pedagang “Maju Bersama”. Resistensi muncul karena
banyaknya permasalahan yang ada ketika implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru itu
berlangsung yaitu adanya “permainan” yang dilakukan pihak dinas pasar meliputi
banyaknya data pedagang Pasar Waru lama yang tidak sesuai ketika penempatan di Pasar
Waru baru sehingga mereka banyak yang tidak mendapatkan tempat, ditambah lagi dengan
kelayakan tempat di Pasar Waru baru yang tidak sesuai dengan keinginan para pedagang
pasar lama, dan adanya permainan harga tentang kios dan los yang tidak sesuai dengan
kesepakatan awal dari kebijakan itu sendiri. Dengan adanya permasalahan tersebut
membuat para pedagang Pasar Waru lama menolak untuk direlokasi dan memilih untuk
tetap bertahan berjualan di tempat mereka yang lama.
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